BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Restorative Justice dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di
Polsek Pasaman telah diterapkan 115 kali dalam dua tahun terakhir. Di
tingkat penyelidikan awal, proses dimulai dengan laporan dari
masyarakat, penilaian awal oleh Bhabinkamtibmas, permohonan mediasi,
persetujuan Kapolsek, undangan kepada pihak terkait, mediasi,
pemulihan hak korban, serta permohonan pencabutan laporan. Setelah itu,
dibuat berita acara penutupan perkara dan dicatat dalam buku register. Di
tingkat penyelidikan dan penyidikan, proses melibatkan rekomendasi
hakim atau penuntut umum, gelar perkara, penghentian penyidikan, dan
BAP lanjutan pelapor. Penerapan Restorative Justice di Polsek Pasaman
telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perpol dan Perja
Restorative Justice.

Polsek Pasaman menghadapi kendala dalam menerapkan Restorative
Justice pada kasus pencurian kelapa sawit, baik dari dalam maupun luar
Kepolisian. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah SDM
Bhabinkamtibmas, mutasi, penyalahgunaan wewenang, dan anggaran
yang terbatas. Sementara kendala eksternal meliputi kurangnya
pemahaman korban tentang Restorative Justice, keterbatasan kemampuan
tokoh masyarakat, pelaku yang membela diri, perselisihan antara pelaku

dan korban, serta intervensi dari masyarakat.
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B. Saran
1. Saran penulis terkait penerapan Restorative Justice dalam perkara
pencurian kelapa sawit kepada Polsek Pasaman adalah sebagai berikut:

a. Agar Polsek Pasaman memberikan pelatihan mediator yang lebih
intensif lagi kepada seluruh anggota, terutama Bhabinkamtibmas,
Samapta, dan unit reskrim sebagai pelaksana Restorative Justice.

b. Agar Polsek Pasaman memberikan pelatihan mediator yang lebih
intensif lagi kepada tokoh masyarakat untuk membantu Kepolisian
dalam melaksanakan Restorative Justice.

c. Agar Polsek Pasaman untuk mengajukan usulan penambahan
anggaran ke Mabes Polri dengan menekankan keberhasilan
Restorative Justice.

d. Agar Polsek Pasaman lebih teliti dalam menilai pelaku residivis dan
melanjutkan proses hukumnya ke pengadilan untuk memberikan efek
jera.

2. Saran penulis terkait penerapan Restorative Justice dalam perkara
pencurian kelapa sawit kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Agar masyarakat datang menghadiri undangan penyuluhan terkait
Restorative Justice yang diberikan oleh Kepolisian.

b. Agar masyarakat tidak melakukan intervensi kepada mediator saat
proses Restorative Justice.

c. Agar masyarakat untuk tidak membuat kerumunan dan keributan di

tempat dilakukannya mediasi.
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